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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan
perpajakan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, serta mengkaji peran era
digital sebagai variabel moderasi dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) di Kota Pasuruan. Latar belakang penelitian ini didasarkan
pada fakta bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM masih rendah, meskipun
pemerintah telah melakukan berbagai inisiatif, termasuk sosialisasi dan
implementasi sistem perpajakan berbasis digital. Pendekatan yang digunakan
adalah kuantitatif dengan memanfaatkan data primer yang dikumpulkan melalui
kuesioner kepada 98 UMKM yang terdaftar aktif sebagai wajib pajak. Analisis data
dilakukan dengan metode Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif
terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, keberadaan era digital sebagai variabel
moderasi cenderung memperlemah hubungan tersebut, meskipun pengaruhnya
tidak signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi
digitalisasi dalam sistem perpajakan belum sepenuhnya mampu meningkatkan

kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

Kata kunci: kebijakan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, era digital, umkm, mra
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ABSTRACT

This study aims to evaluate the extent to which tax policies affect the level of
taxpayer compliance, as well as to examine the role of the digital era as a
moderating variable in the context of Micro, Small, and Medium Enterprises
(MSMEs) in Pasuruan City. The background of this study is based on the fact that
the level of MSME tax compliance is still low, even though the government has
taken various initiatives, including the socialization and implementation of a
digital-based taxation system. The approach used is quantitative by utilizing
primary data collected through questionnaires to 98 MSMEs who are actively
registered as taxpayers. Data analysis was carried out using the Moderated
Regression Analysis (MRA) method. The results of the study indicate that tax
policies have a significant and positive influence on taxpayer compliance.
However, the existence of the digital era as a moderating variable tends to weaken
the relationship, although the effect is not statistically significant. This finding
indicates that the implementation of digitalization in the taxation system has not

been fully able to increase tax compliance among MSMEs.

Keywords: Tax policy, taxpayer compliance, digital era, msmes, mra
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1.1 Latar Belakang
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Pajak merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan aktivitas
pemerintahan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pajak berperan sebagai
faktor utama yang mendorong kegiatan dan program pemerintah. Hal ini
disebabkan karena pajak menjadi sumber utama penerimaan negara.

Pendapatan dari pajak akan digunakan untuk kepentingan negara,
seperti mendukung program-program pemerintahan yang pada akhirnya
dirancang untuk memberi manfaat bagi masyarakat yang telah berkontribusi
melalui pajak. Pemerintah saat ini fokus pada upaya memaksimalkan
penerimaan dari sektor pajak. Penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh
kondisi ekonomi suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat yang bisa memperbaiki kepatuhan
mereka dalam perpajakan.

Seorang warga negara sangat diharapkan untuk memiliki kepatuhan
dalam kebijakan perpajakan, mulai dari mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP), membuat laporan pajak sesuai prosedur serta tidak melebihi batas
waktu yang ditentukan, serta menghitung dan membayarkan pajak dengan jujur
sesuai tarif yang berlaku, juga melunasi pajak tepat waktu. Seorang warga negara
yang memenuhi semua tanggung jawab perpajakannya dapat dikatakan sebagai

pribadi yang patuh terhadap peraturan pajak (Waluyo, 2020).
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Kepatuhan Wajib Pajak ini merupakan perilaku patuh dan sadar dalam
melakukan pembayaran dan pelaporan berkala dan tahunan sesuai peraturan
perpajakan yang berlaku. Apabila Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan
perpajakan tersebut maka akan berdampak pada berkurangnya penerimaan
negara. peningkatan kepatuhan Wajib Pajak harus menjadi tujuan utama dari
Majelis Umum Direktur Pajak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 tahun 2021.

Selain tidak terlambat dalam melaporkan dan melunasi pajak, Wajib
Pajak juga harus mengikuti semua himbauan pemerintah mengenai kebijakan
perpajakan yang terbaru. Melalui UU HPP No. 7 tahun 2021 serta Peraturan
Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022, pemerintah memutuskan sebuah
inovasi terbaru yaitu mengintegrasikan NIK sebagai NPWP. Peraturan ini juga
berlaku untuk wajib pajak UMKM.

Salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia
adalah peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). namun
faktanya, pada tahun 2020 hanya terdapat sekitar 2 juta UMKM yang terdaftar
sebagai wajib pajak, sedangkan banyaknya UMKM di Indonesia mencapai 60
juta. Ini membuktikan bahwa pelaku usaha UMKM masih belum patuh
membayar pajak pada negara.

Penghasilan usaha yang dihasilkan atau diperoleh dari wajib pajak dalam
negeri, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), adalah
merupakan objek dari pajak penghasilan. Fakta ini diperkuat oleh pernyataan

resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
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Republik Indonesia, yang mencatat bahwa UMKM menyumbang sebanyak 99%
dari seluruh unit usaha di negara ini dan memegang peran yang signifikan dalam
pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM juga berperan dalam menyerap tenaga
kerja dengan mencapai 96,9% dari total tenaga kerja di negara ini dan
memberikan kontribusi sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
pada tahun 2022.(ekon.go.id, 2022).

Pajak penghasilan Final untuk pelaku UMKM sendiri diatur dalam PP
No. 55 tahun 2022 yang menimbang dari UU HPP No. 7 tahun 2021 dengan tarif
sebesar 0,5% bagi UMKM yang mempunyai omzet lebih dari 500 juta dan tidak
melebihi 4,8 miliar per tahunnya. Maka dari itu, penting bagi para pelaku
UMKM untuk mempunyai kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut (Rana et al., 2024), kepatuhan pajak adalah kepatuhan wajib
pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu cara
untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak selain pemahaman pajak,
perlu juga dilakukan sosialisasi, karena umumnya masyarakat awam tidak
menyadari seberapa penting pajak terhadap keberlangsungan suatu negara.
Pada tahun 2021, saat UU HPP No. 7 tahun 2021 telah dikeluarkan, Humas
Direktorat Jenderal Pajak merilis Paparan Sosialisasi UU HPP No. 7 2021 yang
berisikan inti sari dari UU HPP agar memudahkan bagi seluruh Wajib Pajak
terutama orang awam untuk mengetahui pembaharuan dalam undang-undang
pajak terbaru.

Melalui laman youtube DJP juga melakukan streaming sosialisasi UU

HPP yang diadakan di beberapa daerah di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Banten,
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Sumatera, Jawa, Indonesia bagian timur, dan lain-lain. Selain itu, DJP juga
sudah melakukan sosialisasi perpajakan dengan iklan, baik di televisi, media
cetak, internet, maupun sosial media. Dengan demikian, pelaksanaan upaya
sosialisasi diharapkan mampu mendorong kepatuhan para pemilik usaha di
sektor UMKM dalam membayar pajak serta dapat lebih memahami
pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan negara Indonesia
(Herlambang, 2018).

Sosialisasi perpajakan penting dilakukan agar berguna dalam
menyampaikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat
sekitar. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh instansi terkait seperti
petugas pajak diharapkan mampu membagikan dampak positif kepada setiap
wajib pajak, taat dan patuh saat pembayaran dan pelaporan pajak khususnya pada
UMKM. Dalam perkembangan era digital seperti saat ini penerapan modernisasi
administrasi perpajakan, terutama dalam hal digitalisasi perpajakan, ternyata
lebih rumit dari pada yang mungkin diharapkan.

Ada sejumlah tantangan yang dihadapi, terutama dalam konteks pelaku
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Digitalisasi pajak merupakan
bagian dari upaya reformasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan kinerja
dan efisiensi secara institusional (Hamid et al., 2016) Direktorat Jenderal Pajak
telah melakukan pembaruan sistem pajak di Indonesia, beralih dari pendekatan
manual ke sistem digital yang berbasis e-system atau online. Ini melibatkan

layanan elektronik seperti e-registration, e-SPT, e-Filing, dan e-billing yang
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digunakan oleh wajib pajak, khususnya para pelaku UMKM (Pratiwi & Sofya,
2023).
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM di Kota Pasuruan?
2. Bagaimana Era Digital dapat memoderasi pengaruh kebijakan perpajakan
terhadap kepatuhan UMKM di Kota Pasuruan?
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan
wajib pajak UMKM di Kota Pasuruan.
2. Untuk mengetahui apakah era digital dapat memoderasi pengaruh
kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota
Pasuruan.
1.3.2 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini antara lain:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan literatur, bahan
bacaan, dan referensi dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan
pengaruh kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di era

digital.



2. Manfaat Praktis
a. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu wajib pajak

REPOSITORY

dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama pada UMKM

University of Islam Malang

dengan pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu.
b. Bagi Pemerintah Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi
dan masukan bagi DJP dalam merancang kebijakan serta
pengambilan Keputusan untuk perpajakan, khususnya bagi UMKM
dan meningkatkan informasi perpajakan melalui sosialisasi di era
digital saat ini.

c. Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi atau dampak
positif yang dapat diambil oleh peneliti dalam melanjutkan,
memperdalam, atau mengembangkan penelitian lebih lanjut di

bidang perpajakan.
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5.1 Simpulan
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Berdasarkan hasil pengolahan, pengujian, dan Analisa data yang telah
dilakukan mengenai kebijakan perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan era
digital dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak

2. FEradigital memperlemah Kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak.

5.2 Keterbatasan
Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Era digital dalam penelitian ini memperlemah hubungan antara kebijakan
pajak dan kepatuhan wajib pajak, Oleh karena itu, tingkat digitalisasi tidak
memengaruhi seberapa besar kebijakan pajak dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak, artinya meskipun digitalisasi sudah berkembang
namun tidak dapat memungkinkan wajib pajak akan patuh terhadap
kewajibannya.

2. Sampel penelitian ini terbatas pada wajib pajak yang berada di sektor
UMKM di Kota Pasuruan. Pemilihan sampel yang hanya mencakup
wilayah atau segmen tertentu ini menyebabkan keterbatasan dalam hal
generalisasi hasil penelitian. Wajib pajak di wilayah tersebut mungkin

memiliki karakteristik demografis, tingkat literasi digital, serta akses dan
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kemampuan penggunaan teknologi yang berbeda dibandingkan dengan
wajib pajak di wilayah lain. Dan Teknik pengumpulan data dalam

penelitian ini hanya menggunakan kuesioner, karena jawaban yang
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dihasilkan dari kuesioner dapat menimbulkan bias dikarenakan
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komunikasi antara peneliti dengan responden hanya terbatas berdasarkan
kuesioner saja.
5.3 Saran

Adapun saran dari penelitian ini guna menjadi lebih baik dalam pengembangan

pengetahuan dan penelitian selanjutnya, terdapat saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak (DJP)
Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan DJP
adalah meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi terkait penggunaan
teknologi digital dalam sistem perpajakan. Meskipun berbagai platform
digital seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur sudah tersedia, masih
banyak wajib pajak yang kurang bisa dan merasa kesulitan dalam
mengoperasikan sistem tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya program
edukasi yang lebih komprehensif, tidak hanya berupa seminar atau
pelatihan, tetapi juga melalui media digital seperti video tutorial, webinar
interaktif, dan kampanye edukasi di media sosial. Edukasi ini sangat
penting untuk meningkatkan literasi digital wajib pajak, sehingga mereka
dapat memahami cara menggunakan aplikasi perpajakan secara benar dan
efisien, mengurangi kesalahan pelaporan, serta meningkatkan kepatuhan

secara sukarela. Selain itu, sosialisasi yang intensif juga dapat
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menghilangkan rasa takut terhadap teknologi baru, sekaligus memperkuat
kepercayaan wajib pajak terhadap keamanan dan kemudahan sistem digital

yang disediakan.

. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas sampel penelitian.
Tidak hanya UMKM tetapi seluruh wajib pajak yang ada di kota tersebut
agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Peneliti selanjutnya diharapkan
menambah variabel lain terkait dengan sistem informasi pemerintah yang

berbasis elektronik saat ini.
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